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DARI REDARSI

Salam Rimbawan,

erangkat dari spirit untuk kembali fokus pada

sejatinya pengelolaan hutan yang meng-

optimalkan sebesar-besarnya fungsi dan
manfaat hutan (ekonomi, ekologi dan sosial
lingkungan) serta kesepakatan terhadap validasi
ekonomi bagi nilai-nilainya yang dianggap
intangibel, yang pada akhirnya bermuara pada
kesepakatan semua pihak tentang pentingnya hutan
dalam perannya sebagai daya dukung dan daya
tampung kehidupan.

Mulai dari saat ini kedepan para Rimbawan tidak
hanya dituntut terampil bekerja, tapi juga harus
mampu mengartikulasikan pemikirannya ke dalam
bentuk cerita dan citra yang meyakinkan didukung
data kerjayang nyata tersebut.

Keberhasilan membawa mindset hutan dan
kehutanan menjadi arus utama dari pinggiran akan
menjadikan pembangunan saat ini sebagai
momentum pengelolaan hutan dari tapak dalam
entitas unit kesatuan pengelolaan hutan yang
manfaatnya langsung melekat dan terasa oleh
masyarakat di hulu maupun hilir daerah aliran
sungai, serta hulu sampai dengan hilir kelola produk
hasil hutan lintas sektor.

Semoga kontribusi hutan dalam menjaga
stabilitas lingkungan, mulai dari keberadaannya dan
manfaat kontribusinya pada ketersediaan air,
kesehatan, alternatif energi dan ketersediaan
sumber pangan hingga sumber bahan obat dapat
terealisasi dengan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa,
Amin.
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PRINSIP-PRINSIP DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP

A. Pendahuluan

paya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup atas sumber daya

alam di Indonesia pada era reformasi
secara operasional dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH), dimana salah satu
aspek vyang masuk dalam  peraturan
perundangan tersebut memuat tentang daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Amanat terkait daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup tertuang dalam
sejumlah pasal UU No.32/ 2009 Tentang PPLH
dalam peraturan perundangan tersebut,
diantaranya :

1. Pasal 1 Ketentuan Umum :

Daya Dukung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung  perikehidupan  manusia,
makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar keduanya.

Daya Tampung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen
lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.

2. BAB Ill. PERENCANAAN, Pasal 8
“Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat
wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c¢ dilakukan
untuk menentukan daya dukung dan daya
tampung serta cadangan sumber daya
alam”

3. BAB IV. PEMANFAATAN,
1.Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa

“Dalam hal Rencana Perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)belum tersusun, pemanfaatan sumber

daya alam dilaksanakan berdasarkan

daya dukung dan daya tampung
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Oleh : Yehezkiel Bunga, M.Si*)
*) Fungsional Perencana Pertama

Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

lingkungan hidup

memperhatikan :

a. keberlanjutan proses dan fungsi
lingkungan hidup;

b. keberlanjutan
lingkungan hidup;

c. keselamatan, mutu hidup, dan
kesejahteraan masyarakat.

2.Pasal 12 ayat (3) : Daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup sebagimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :

a. Menteri untuk daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup nasional
dan pulau/kepulauan;

b. gubernur untuk daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup
provinsi dan  ekoregion lintas
kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota untuk daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup
kabupaten/kota dan ekoregion di
wilayah kabupaten/kota.

4. BAB V. PENGENDALIAN
1. Pasal 16 : Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) memuat kajian antara

lain :

a. kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan
risiko lingkungan hidup;

dengan

produktivitas

c. kinerja layanan/jasa ekosistem,
efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam;

d. tingkat kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim;

e. tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.

2. Pasal 17 ayat (2) : “Apabila hasil KLHS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) menyatakan bahwa daya
dukung dan daya tampung sudah
terlampaui :
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1) kebijakan, rencana, dan/atau
program pembangunan tersebut
wajib diperbaiki sesuai dengan
rekomendasi KLHS; dan

2) segala usaha dan/atau kegiatan

yang telah melampaui daya
dukung dan daya tampung
lingkungan hidup tidak

diperbolehkan lagi.

3. Pasal 19 ayat (2) : Perencanaan tata
ruang wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup.

Dalam konteks perencanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup (P3LH), aspek daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup (D3TLH) bertujuan
untuk :

1. Menjadi benchmark perubahan status
lingkungan hidup dan aset kekayaan alam
dari waktu ke waktu;

2. Menentukan skenario pemanfaatan,
pencadangan, pelestarian, pemulihan dan
diversifikasi/peningkatan nilai tambah SDA;

3. Menentukan skenario perlindungan,
pemulihan dan peningkatan kualitas LH;

4, Menentukan skenario adaptasi dan mitigasi
terhadap perubahan iklim.

Sejalan dengan hal tersebut, adapun
arahan pembaruan dari Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menggunakan indikator
D3TLH sebagai basis untuk :

1. Perubahan paradigma kebijakan alokasi
ruang (khususnya vyang berasal dari
kawasan hutan) dan pemanfaatan SDA;

2. Perbaikan tata kelola SDA  berikut

kelembagaannya (penekanan khusus pada

pemanfaatan hutan);

Pemulihan kualitas LH yang telah kritis;

4. Perbaikan pemenuhan hak-hak masyarakat.

w

Sementara itu adanya kebutuhan
mendesak dari pihak yang berwenang di
bidang perencanaan baik di tingkat nasional

maupun  Pemerintah  Daerah  (Provinsi,

Kab/kota) adalah :

1. D3TLH menjadi informasi dasar
(benchmark) dalam skenario penataan
ruang;

2. D3TLH menjadi informasi dasar dalam
skenario perencanaan pembangunan untuk
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Secara umum posisi kajian daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup pada
beberapa dokumen kebijakan pemerintah
dalam aspek perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian lingkungan hidup di tingkat
pusat dan daerah tertuang dalam gambar 1) di
bawah ini :

RPPLH

1. PENETAPAN FUNGSI

2. NILAI JASA DAN SDA

{ 3. ARAHAN KEBIJAKAN
INSENTIF

PENYUSUNAN TINGKAT
MNASIONAL
1. BAKU MUTU LH

PENYUSUNAN TINGKAT
PROVINSI
2. INFRASTRUKTUR

PENYUSUNAN TINGKAT HIJAL
KABUPATEN/KOTA 3. PROGRAM PEMULIHAN
A4 INSENTIF EKONOMI

IDENTIFIKAS] KONDISI DAN KINERJA DDDTLH

KONDISI TERKINI DAN TREN PERUBAHAN

A

BASELINE BERDASARKAN KARAKTERISTIK DASAR

Gambar 1. Sumber :
Sektor :

SKENARIO
PEMBANGUNAN
DAERAH

KLHS

1. REKOMENDASI
PENGURANGAN
DAMPAK LH

1. MELAMPAUI DDDTLH
ATAU TIDAK

2. DAFTAR ISU DAN

2. AREA KRITIS DIMANA

3. DAMPAK KUMULATIF
DIMANA DAN KAPAN
PUNCAKNYA

DITELAAH LAGI

4. POTENSI KERUGIAN
SDA & LAYANAN
EKOSISTEM BERAPA

PELINGKUPAN
(KA-ANDAL)

AMDAL

ANDAL
RKL/RPL

bahan presentasi Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan
“Perangkat Pengamanan Lingkungan Hidup pada Kebijakan Pemerintah

berdasarkan Undang-Undang No.32/2009 tentang PPLH"

Volume 16 Edisi I Tahun 2018



B. Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup Dalam Konteks Jasa
Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 46 Tahun 2017 Tentang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada
BAB | Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 8 : Jasa
Lingkungan Hidup adalah manfaat dari
ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia
dan  keberlangsungan  kehidupan  yang
diantaranya mencakup penyediaan
sumberdaya alam, pengaturan alam dan
lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan
pelestarian nilai budaya.

Pendekatan D3TLH dengan bingkai
layanan ekosistem  (Ecosystem  services)
menggunakan beberapa pertimbangan :

a. Konteks “dukungan” berimplikasi pada
kapasitas sumber daya untuk mendukung
pelaksanaan suatu kegiatan;

b. Konteks “tampung” berimplikasi pada
kapasitas menampung muatan hasil/ekses
dari pelaksanaan suatu kegiatan;

c. Konteks “lingkungan hidup” berimplikasi
pada lokus alam/lingkungan hidup;

d. Unit ruang lingkungan hidup yang paling
lazim digunakan adalah ekosistem;

e. Makna “ecosystem service” adalah benefit
dari ekosistem yang digunakan manusia;

f. Layanan ekosistem mencakup penyediaan
sumber daya dan jasa yang sesuai dengan
konteks  kapasitas  “dukungan”  dan
“tampung” dari alam.

Adapun tujuan penetapan daya dukung
dan daya tamping lingkungan hidup (D3TLH)
adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

2. Menurunkan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang dan
pemanfaatan sumber daya alam yang tidak
berdasarkan pada daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup.;

3. Mewujudkan keberlanjutan kemampuan
suatu wilayah/ekosistem tertentu dalam
mendukung kebutuhan hidup manusia dan
makhluk hidup lainnya.

Adapun lingkup jasa ekosistem dalam
mengkuantifikasikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup adalah mengacu
pada konsep klasifikasi fungsi ekosistem dan
jasa ekosistem Millenium Ecosystem
Asessment (MEA, 2003) sebagai berikut :

Klasifikasi Layanan Ekosistem

Makna Operasional

Implementasi Saat Ini

Fungsi Penyediaan (Provisioning)

material

Pangan Hasil laut, pangan dari hutan Didata sebagai bagian dari
(tanaman dan hewan), hasil Neraca Sumber Daya Alam
pertanian & perkebunan untuk | atau sejenisnya
pangan, hasil peternakan

Air bersih Penyediaan air daritanah e Didata sebagai bagian dari
(termasuk kapasitas Neraca Air atau sejenisnya
penyimpanannya), penyediaan | e Lazim juga dihitung
air dari sumber permukaan kapasitasnya sebagai Daya

Dukung Air
Serat (fiber) Hasil hutan, hasil laut, hasil Didata sebagai bagian dari

pertanian & perkebunan untuk

Neraca Sumber Daya Alam
atau sejenisnya

Bahan bakar (fuel)

Penyediaan kayu bakar dan
bahan bakar dari fosil

Didata sebagai bagian dari
Neraca Sumber Daya Alam
atau sejenisnya

Fungsi Pengaturan (Regulating)

Pengaturan iklim

Pengaturan suhu, kelembaban
dan hujan, pengendalian gas
rumah kaca & karbon lahan

e Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait tutupan

e Menjadi bagian dari
perhitungan MRV GRK
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Klasifikasi Layanan Ekosistem

Makna Operasional

Implementasi Saat Ini

Pengaturan tata aliran air
& banjir

Siklus hidrologi, serta
infrastruktur alam untuk
penyimpanan air, pengendalian
banjir, dan pemeliharaan air

Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait tutupan
lahan

Bagian dari pendataan
bencana

Bagian dari pendataan
kerusakan ekosistem
Bagian dari Neraca Air &
Daya Dukung Air

Pencegahan dan
perlindungan dari
bencana

Infrastruktur alam pencegahan
dan perlindungan dari
kebakaran lahan, erosi, abrasi,
longsor, badai dan tsunami

Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait tutupan
lahan dan pola vegetasi
Bagian dari pendataan
bencana

Bagian dari pendataan
kerusakan ekosistem
Bagian dari pendataan
terkait perubahan iklim

Pemurnian air

Kapasitas badan air dalam
mengencerkan, mengurai dan
menyerap pencemar

Didata sebagai Daya
Tampung Lingkungan Hidup

Pengolahan dan
penguraian limbah

Kapasitas lokasi dalam
menetralisir, mengurai dan
menyerap limbah dan sampah

Didata sebagai Daya
Tampung Lingkungan Hidup

Pemeliharaan kualitas
udara

Kapasitas mengatur sistem
kimia udara

Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait tutupan
lahan dan ruang terbuka
hijau

Bagian dari pendataan
kualitas udara

Menjadi bagian dari
perhitungan MRV GRK

Pengaturan penyerbukan
alami (pollination)

Distribusi habitat spesies
pembantu proses penyerbukan
alami

Bagian dari pendataan
keanekaragaman hayati
Bagian dari pendataan
ekosistem sensitif
Bagian dari pendataan
kerusakan ekosistem

Pengendalian hama &
penyakit

Distribusi habitat spesies trigger
dan pengendalihama dan
penyakit

Bagian dari pendataan
keanekaragaman hayati
Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait dinamika
kependudukan dan sosial
budaya

Bagian dari pendataan
kerusakan ekosistem

Fungsi Pendukung (Supporting)

Pembentukan lapisan
tanah & pemeliharaan
kesuburan

Kesuburan tanah

Bagian dari pendataan
sistem lahan
Bagian dari pendataan
geomorfologi
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Klasifikasi Layanan Ekosistem

Makna Operasional

Implementasi Saat Ini

Siklus hara (nutrient)

Kesuburan tanah, tingkat
produksi pertanian

Bagian dari pendataan
sistem lahan

Bagian dari pendataan
geomorfologi

Bagian dari pendataan
ekosistem

Bagian dari pendataan pola
pertanian dan distribusi
pupuk & pestisida

Produksi primer

Produksi oksigen, penyediaan
habitat spesies

Bagian dari pendataan
tutupan lahan

Bagian dari pendataan
keanekaragaman hayati
Bagian dari pendataan
ekosistem

Fungsi Budaya (Cultural)

Spiritual & warisan
leluhur

Ruang & tempat suci,
peninggalan sejarah,
peninggalan leluhur

Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait dinamika
kependudukan dan sosial
budaya

Tempat tinggal & ruang
hidup (sense of place)

Ruang untuk tinggal dan hidup
sejahtera, jangkar “kampung
halaman” yang punya nilai
sentimental

Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait dinamika
kependudukan dan sosial
budaya

Menjadi salah satu faktor
pemetaan kemiskinan

Rekreasi & ecotourism

Fitur lansekap, keunikan alam,
atau nilai tertentu yang menjadi
daya tarik wisata

Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait dinamika
kependudukan dan sosial
budaya

Bagian dari pendataan di
bidang pariwisata

Ikatan budaya, adat, pola
hidup

Keterikatan komunitas dan
hubungan sosial, pelestarian
keragaman budaya (misalnya
komunitas nelayan, komunitas
adat, masyarakat pedalaman,
dll.)

Di-breakdown ke dalam
pendataan terkait dinamika
kependudukan dan sosial
budaya

Bagian dari pendataan di
bidang pariwisata

Menjadi salah satu faktor
pemetaan kemiskinan dan
ketertinggalan

Estetika

Keindahan alam yang memiliki
nilai jual

Bagian dari pendataan di
bidang pariwisata

Bagian dari pendataan
lansekap dalam
penggunaan
lahan/penataan ruang
Menjadi salah satu faktor
nilai properti/harga
tanah/permintaan pasar

Pendidikan &

Memiliki potensi untuk

Bagian dari pendataan
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Klasifikasi Layanan Ekosistem

Makna Operasional

Implementasi Saat Ini

pengetahuan
pengetahuan

pengembangan pendidikan dan

keanekaragaman hayati
dan yang terkait dengan
riset-risetnya

C. Hubungan Ekoregion, Jasa Lingkungan dan
Daya Dukung dan Daya Tampung

Pada ekosistem terdapat struktur dan proses.
Struktur ekosistem adalah berbagai elemen
biotik dan abiotik vyang terdapat pada
ekosistem tersebut. Sedangkan proses pada
ekosistem adalah interaksi antar elemen
tersebut yang biasanya berupa aliran materi,
aliran energi, dan aliran informasi. Konsep
ekoregion dapat dikatakan sebagai bentuk
implementasi konsep ekosistem, atau dapat
dikatakan sebagai ekosistem region.

Klasifikasi fungsi ekosistem ada empat

pengaturan, fungsi habitat, fungsi produksi,
dan fungsi informasi. Fungi pengaturan
merupakan fungsi yang memberikan jasa
ekosistem berupa kapasitas alami atau semi
alami untuk mengatur proses ekologi dan
mendukung sistem kehidupan. Fungsi habitat
memberikan jasa ekosistem berupa tempat
untuk tinggal dan berkembang biak. Fungsi
produksi memberikan jasa ekosistem berupa
penyediaan materi dan energi yang
dibutuhkan oleh kehidupan. Sedangkan fungsi
informasi memberikan jasa ekosistem yang
bermanfaat bagi kesehatan jiwa manusia.

(de Groot et al, 2000), vyaitu: fungsi
AN NNy sSESSES ~ e e e AR AR L. . ~
[ \ L SR M\ \
! ! I | ! Kesejahternan !
g I8 Fungsi Ekosistem = 1 ) 1
1 ] Manusia : !
| = i | ] | | l.  Kebebasan 1
-] l. Pengaturan | ) >
' & | 2. Keamanan l
W (Regulation) . f
' lé’ e 1 l{\i\'mt : ] 3.  Bahan Dasar
| = = ; I'rl 1“-]“ | ] ] |4 Keschatan |
| & 4. Informasi ! | ) |5 Hubungn
) ] | ~ | Sosial |
" J \ ‘J‘I-\ J-'I-IHTI :r:- - ! J
Ayl T e ‘
Ekoregion Fungsi & Dava Dukung & “Indikaror
Jasa Ekosistem Daya Tampung Kondisi LH"

Gambar 2. Hubungan Ekoregion, Jasa Ekosistem, Daya Dukung dan Daya Tampung

Jika dikaitkan dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup, fungsi
ekosistem dapat mewakili keduanya. Dapat
diartikan bahwa daya dukung dan daya

tampung  merupakan  kapasitas  fungsi
ekosistem dan jasa ekosistem dalam
mendukung perikehidupan manusia atau

makhluk lainnya yang berada pada suatu lokasi
tertentu (ekoregion). Fungsi regulasi akan
dapat mendukung daya tampung, sedangkan
ketiga fungsi lainnya akan mendukung daya
dukung.

Pustaka :

Millenium Ecosystem Assessment,
2003.Ecosystem and Human Well-Being : A
Framework for Assessment.

De Goot. 2002. A Typology for The
Classification, Description, and Valuation of
Acosystem Function, Goods, and Services.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor.201 7. (Bahan
Presentasi).

Peraturan Pemerintah Republik
No.46 Tahun 2017 Tentang
Ekonomi Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32
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LAND FOR PROSPERITY
AND SUSTAINABILITY:

TORA' DAN PS> UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAN PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN

Oleh: Ir. Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P. , IPM.
Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan BPKH Wilayah XVI Palu

A. Pendahuluan

anusia (man) dan lahan (land)
merupakan modal dasar dalam
pembangunan, namun apabila

pertumbuhan penduduk tidak diimbangi
dengan ketersediaan lahan maka dapat
berdampak pada permasalahan sosial-ekonomi
seperti kemiskinan, pengangguran,
pertumbuhan ekonomi terhambat, dan konflik
sosial. Seiring dengan bertambahnya jumlah
penduduk dan semakin  meningkatnya
kebutuhan lahan sebagai sumber kehidupan,
maka semakin tinggi pula tekanan masyarakat
terhadap lahan dan kawasan hutan vyang
mengakibatkan bertambahnya kasus konflik
sumber daya hutan dan konflik tenurial.

Konflik sumber daya hutan dapat
disebabkan oleh beberapa faktor;
sebagaimana yang dijelaskan oleh Dorcey
(1986) dalam Mitchell et.al (2010), ada empat
penyebab dasar konflik, yaitu 1) perbedaan
pengetahuan dan pemahaman; 2) perbedaan
nilai; 3) perbedaan alokasi keuntungan dan
kerugian; dan 4) perbedaan karena latar
belakang personal dan sejarah kelompok-
kelompok yang berkepentingan. Salah satu
dan atau keempat penyebab dasar tersebut
memicu munculnya saling klaim penguasaaan
kawasan hutan dan berujung pada konflik
tenurial, vyang seringkali memarginalkan
kepentingan masyarakat sekitar kawasan
hutan serta membatasi akses mereka
terhadap hutan, sehingga menyebabkan
terjadinya ketidakadilan dalam pemanfaatan
hutan dan sumber daya alam.

! Tanah Objek Reforma Agraria
? Perhutanan Sosial
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Konflik tenurial atau penguasaan lahan
dalam kawasan hutan selain disebabkan oleh
kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang
‘lapar’ lahan dan kurang pengetahuan tentang
teknik pertanian, juga disebabkan oleh belum
selesainya proses pengukuhan kawasan hutan,
yakni masih terdapat kawasan hutan yang
belum sah statusnya secara hukum (legal)
sebagai hutan tetap, sehingga akan berdampak
pada kurangnya pengakuan atas status
kawasan hutan oleh para pihak (tidak
legitimate). Kondisi tersebut mengakibatkan
terhambatnya pengelolaan hutan
berkelanjutan di tingkat tapak atau unit
pengelolaan. BPS dan Departemen Kehutanan
(2007) dalam Kartodiharjo (2017) melaporkan
bahwa masih terdapat 16.760 desa di dalam
kawasan hutan Negara, bahkan 5.234 desa
yang berada di dalam/tepi kawasan hutan
telah “mengelola” kawasan hutan sebagai
lahan tanaman pangan, dan 3.162 desa
menjadikan kawasan hutan sebagai lahan
perkebunan.

Berdasarkan data, terdapat 48,8 juta
penduduk vyang tinggal di pedesaan sekitar
kawasan hutan, dimana sekitar 10,2 juta orang
termasuk kategori miskin yang
menggantungkan kebutuhan hidupnya dari
sumber daya hutan dan  melakukan
penguasaan lahan dalam kawasan hutan
(Safitri, 2014). Teknologi pertanian modern
yang dikenalkan selama Revolusi Hijau belum
membawa dampak signifikan  terhadap
peningkatan ekonomi kaum miskin pedesaan
daerah tropis termasuk di Indonesia, yang
menjadi tempat bagi 56,2% petani miskin
sumber daya (Abdoellah, 2017).
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